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ABSTRAK

Permasalahan mengenai kualitas pelayanan dalam pembuatan e-K TP pada bagian seksi pemerintahan di kantor
camat ini yaitu masih belum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) serta visi dan misi di kantor
camat kecamatan Selakau terutama pegawai tidak memberikan informasi tentang kepastian waktu penyelesaian
dalam pembuatan e-KTP tersebut, kurang pedulinya pegawai dalam memberikan pelayanan, ketika terjadi
kekeliruan lamanya proses pembaharuan data e-KTP dan hanya diganti dengan surat keterangan serta
terhambatnya proses pelayanan akibat gangguan: jeringan mtemet dan kurangnya fasilitas penunjang pelayanan
seperti kursi untuk menunggu antrian. I u;ﬂan dari penelitian ini éddat]luntuk mengetahui kualitas pelayanan
pegawai dalam pembuatan e-ktp _gadébagan seksi pemerintahan di kantoreamat kecamatan Selakau meliputi
keandalan (reliability), daya,tahggap (responsivness), keyakinan (assurance), kepedulian (empaty), berwujud
(tangibles). Peneliti meppfdk‘uskan penelitian ini pada kualitas pelayanan pegawai dala afmpembuatan e-KTP pada
bagian seksi pemerintahan di kantor Camat Kecamatan Selakau. Penelitian ini menggu'hakan jenis penelitian
deskriftif dengap ‘Pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pegawai tidak membeglkan informasi
tentang kepasﬁan waktu penyelesaian dalam pembuatan e-KTP tersebut, 'kurang pedulinya pegawai dalam
memberikan pelayanan, ketika terjadi kekeliruan lamanya proses pembaharuan data e-KTP dan hanya diganti
dengan:urat keteranganserta terhambatnya proses pelayanan akibét gangguan jaringan linternet dan kurangnya
fasilitas penunjang pelayanan seperti kursi untuk menunggu antrian.'Dengan berbagai jmacam permasalahan
dlatas saran yang. dapat diberikan Kedepanhya pegawai dalam pembuatan e-KTP+pada bagian sekSi,
pemerintahan.di kantor Camat Kecamatan Selakau dapat mémberikan kepastian tentang waktu penyelesian
delam pembuatan e-KTP tersebut, dapat memberi k& informasi tentang e-K TP kepada masyarakat yang akan
gurus pembuatan e-KTP tersebut, meni ngkatkan kepedulian petugas/pegawai  akan kebutuhan yang
diperlukan‘oleh masyarakat dalam pembuatan e-K TP#8&fta menambah sarana dan prasarana yang memada
se&eru jaringan internet dan kursi untuk menunggu. | i

Kat’a kunci: Kualitas, Pelayanan, Pegawai, E- lg']ﬁP llan rq!tsl Kantor Camat, Kecamatan Sélakau. |
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The problem of service quality in handling e-ID card at the section of government at the Sub-district office of
Selakau is the incompatibility,of the process for obtaining the e-ID card_\Mth"th"e standard operating
procedures (SOPs) as well as the vi§ 6 and-mission.-of-the subssdistriet ffice of SELAKAU, lack of clarity of
information about the certainty of the completion time for administrating of e —ID card, unsatisfactory service
of the district office employees, the length of adjustment process when errors occur at the process of updating
the data of e-ID card, the use of temporary identity certificate for the incomplete administration of e-ID card,
internet network connection disruption and lack of service support facilities such as seats for citizens who
employing of the creation of e-ID cards.The purpose of this study was to determine the service quality of
employees in the creation of e-ID card at the section of government at the sub-district office, district of Selakau
which include reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles. The researcher focused on the poor
service quality of employees in the administration of e-ID card at the section of government at the sub-district
office, Selakau district. This study applied a descriptive research with a qualitative approach. The results
showed that the employee did not provide adequate information about the time of completion for administering
e-ID card, supplied unsatisfactory services to citizens, used temporary identity certificate for the incomplete
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administration of e-ID card. The sub-district office of Selakau as well had commotion of internet network
connection and lack of service support facilities such as seats for citizens who employing the administration of
e-ID card. Based on the findings of study, it is strongly suggested that the employees at the district office of
Selakau can provide satisfactory information about the time of completion for administering e-ID card, supply
satisfactory services to citizens who employing the administration of e-ID card and provide adequate facilities
and infrastructure that support the management of e-ID services for residents such as provision of internet

network and chairs for waiting.

Keywords: Quality, Service, Employees, e-ID card, I nformation, Sub-district Office of Selakau

A. PENDAHULUAN

Kualitas pelayanan yang baik d|pengabrﬁﬁ-
oleh kemampuan yang melibatkan segenap aparat
pemerintahan, baik ditingkat pusaf f‘naupun ditingkat
daerah bahkan sampai ditingkat kecamatan. Aparat
dimaksud hendak- nya"' memiliki kemampuan yang
optimal dalam Jpelaksanaan tugasnya™ Wilayah
kecama-tan _# memang menj adi sasaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangu-nan,
mengingat pemesintahan kecamatan ., merupakan
pemerin-tahan terendah setelah pemerintah desa
dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat

sMmenentukan “bagi  berhasilnya |, pembangunan
¢ nasional secara keseluruhan.
Hal tersebut sangat pentl ng

pemermtah kecamatan beserta aparatnya adaleh

| sebagai-administrator penyelenggara utama aktifitasi

| pemerintahan, pembangunan dan kemasyarak
|h1aupun sebagai  pembina  ketentraman | dan
ketemban di wilayah kekua-saannya Karen it
peranan mereka demikian penting dan nbany
menentukan  maju  mundur-nya

suatu i unlt ,i 3]

dan kurangnya fasilitas penunjang pelayanan seperti
“kursi untuk menunggu antrian.

B. TINJAUANSRUSTAKA

Sianipar  (1998:4), mengatakan  bahwa
pelayanan adalah caram wmelayani, membantu
menyiapkan -atau mengurus ' “keperluan  seseorang
atau  kelompok orang. I\)relayanl adalah
meladeni/membantu _mengurus kéfjer_l uan atau
kebutuhan™ seseorang ™ sejak . digjukan permintaan
sampai jpenyampaian atau penyerahannya. "%

JKemudian Zeithaml ( dalam Ismail, 201@,:6)
mengemukgkan dalam mendukung hal tersebut, ada
10 (sepuluh) dimens yang harus diperhatikan dalam

karena™=melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yajtql

-sebagaj berikut :
¥1. Tangible, terdiri atas fasilitas flSlk peralatan,

| personil dan komunikasi;

2 Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan
Ei_alam menciptakan pelayanan yang dijanjikan
lengan tepat;

esponsiveness, kemauan untuk membantu

pemerintahan. Oleh sebab itu d|perlukann.:éparét | = “Konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas

kecamatan yang benar-benar mampu dan dapamr
bekei] asama dalam pel ak-sanaan tugas yang menjact
tangguing jawabnya.

Kantor Camat Kecamatan Selakau
Kabupaten Sambas sebagai tempat penelitian yang
direncanakan ini, menurut pengamatan awal penulis,
bahwa pelayanan dalam pembuatan e-KTP pada
bagian Seks Pemerin-tahan di Kantor Camat
Kecamatan Selakau masih belum sesuai dengan
Standar Opera-sional Prosedur (SOP) serta Visi dan
Misi di Kantor Camat Kecamatan Selakau yaitu, 1).
Belum adanya kepastian tentang waktu proses
penyelesaiannya. 2). Tidak tanggapnya pegawai
dalam memberikan informas yang dibutuhkan
masyarakat yang mengurus pelayanan e-KTP di
kantor camat. 3). Ketika terjadi kekeliruan lamanya
proses pembaharuan data e-KTP dan hanya diganti
dengan surat keterangan. 4). Kurang pedulinya
pegawai dalam memberikan pelayanan seperti tidak
menanyakan kebutuhan masyarakat ketika datang ke
kantor camat Kecamatan Selakau. 5). Terhambatnya
proses pelayanan akibat gangguang jaringan internet
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pelayanan yang diberikan;

4. Competence, tuntutan vyang di mi}iki nya,
pengetahuan dan ketrampilan yang bak oleh
aparatur dalam memberikan pelayanan;®

5. Courtesy, sikap atau:perilaku ramah, bersahabat,

" tanggap terhadap-keinginan konsumen serta mau
melakukan kentak atau hubungan pribadi;

6., Credibility, sikapjujur dalam ssfiap upaya untuk
menarik kepercayaan masyarakat;

7. Security, jasa pelayangg,..yang diberikan harus
bebasd_gu berbagai"bahaya dan resiko;

8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan
kontak dan pendekatan;

9. Communication, kemauan pemberi pelayanan
untuk mendengarkan suara, keinginan atau
aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk
selalu menyampaikan informasi baru kepada
masyarakat;

10. Understanding the customer, melakukan segala
usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Menurut Kotler (2005:103) terdapat lima
determinan kualitas pelayanan yang dapat dirincikan
sebagai berikut:
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Kepercayaan atau kehandalan (Reliability):
kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang
dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.
Daya tanggap (Responsiveness): kemampuan
untuk membantu pelanggan dan memberikan
jasa dengan cepat atau ketanggapan.
Keyakinan (Assurance): pengetahuan dan
kesopanan Pustakawan serta kemampuan mereka
untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.
Empati (Empaty): syarat untuk peduli, memberi
perhatian pribadi bagi pelanggan.
Berwujud (Tangibles): penampilan fasilitas fisik,
peralatan, personel dan media komunikasi .
Selanjutnya Surjadi (2009:12-13)

pelayanan publik meliputi:
1. Kepastian hukum dimaksudkan Mya peraturan

Sesuai SK Menpan No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum
Penyelengaraan Pelayanan Publik oleh lembaga
pemerintah kepada masyarakat. Semua Prinsip
Pelayanan Publik diharapkan dapat mengandung
unsur-unsur :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
Kejelasan

Persyaratan teknis dan administratif pelayanan
publik; Unit kerja/pgjabat yang berwenang dan
bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan
dan penyelesaian keluhan/persoal an/sengketa

mengungkapkan  prinsip-prinsip  penyel nggaram"" *dalam pel aksanaan pelayanan publik;  Rincian
-~ biaya " pel,ayanan publik dan tata cara
pembayaran. ™
menjamin 3. Kepastian Waktu T

perundang-undangan 1,,yéﬁ'g
terselenggaranya pel: q;m'\an publik sesyai. dengan
kebutuhan dan rasa’keadilan masyarakat:

2. Keterbukaan ,# dimaksudkan'| bahwa  setiap
penerima, pelayanan dapat dengan mudah
mengakses dan informasi mengenai pelayanan
yang'di inginkan

3. Par't|5|pa5|f yang dimaksudkan untuk mendorong
*pe%\n serta masyarakat dalam penyelenggaraan

4 pelayanan publik dalam memperhatikan aspiras,

| kebutuhan dan harapan masyarakat. L

4. Akuntabilitas dimaksudkan bahwa °,proses=

!f penyelengaraan pelayanan publik harus® dapat 7§

1 dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan

| dan peraturan perundang-undangan.

‘Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dal

Pemberian  pelayanan  publik tidak bl
mengutamakan kepentingan pribadi  dan/ak
golongan. :
Profesional  dimaksudkan  bahwa  aparat
penyelenggara pelayanan  harus  memiliki
komﬁetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya
Ke&amaan hak yang dimaksud- bahwa dalam
pemberfan pelayanan publik tidak diskriminatif
dalam armtldak membedakan suku, ras, agama, *
golongan, gender, dan statusiekonomi.
Keseimbangan hak dan kewajiban dimaksudkah
bahwa pementhan hak harus sebanding dengan
kewgjiban yang “harus dilaksanakan baik oleh
pemberi maupun penerima pelayanan.

Menurut Thoha (dalam lsmail. 2010720)
menyatakan bahwa untuk mening-katkan kualitas
pelayanan publik, organisas publik (birokrasi
publik) harus mengubah posis dan peran
(revitalisasi) dalam memberikan layanan. Dari segi
suka mengatur dan memerintah berubah menjadi
suka melayani, dari yang suka menggunakan
pendekatan kekuassan berubah menjadi suka
menolong dan dialogis. Dengan revitalisasi birokrasi
publik  (aparatur pemerintah daerah), maka
pelayanan publik yang lebih baik dan profesional
dapat diwujudkan.
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5.

18 Kemudahan Akses

Pelaksanaan pel ayanan”*pnbllk dapat diselesaikan
dalam kurun wakrtu yang tel ah,gltentukan
Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dmgan benar,
tepat, dan'sah.
Keamanan .
Proses dan produk pelayanan publik membenkan
rasa, aman dan kepastian hukum, -
Tanggungjawab
=Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau |
-pejabats’ yang ditunjuk bertanggungjawab atas |
ppenyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian i
1ke| uhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan
publik. f
Kel engkapan sarana dan prasarana
| |anya sarana dan prasarana kerja\,J

"y,

6.

|

" J peralatan kerja dan pendukung lainnya yan@

= - ﬁl

i rgemadal termasuk penyediaan sarana teknolgb
telekomunikasi dan informatika (telemati ka)
" Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan; *yang
memadai, mudah dijangkau oleh mawaraké\t dan
dapat -memanfaatkan teknolog| telekomunlkas
“dan informatika, —
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramaﬁan
Pemberi. pelayanan harus bersikap disiplin, sopan
dan santun, ramah, serta memberrkan pelayanan
dengan ikhlas.
10. Kenyamanan
Llng'RUngan pelayanan harus tertib, teratur,
disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih,
rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas  pendukung
pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah
dan lain-lain.

)

o

—

C. METODE PENELITIAN

Jenis pendlitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif,
Metode pendlitian deskriptif digunakan karena
pendlitian ini melukiskan, mendeskripsikan atau
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menggambarkan objek yang di teliti melalui data
informan sebagaimana adanya berdasarkan fakta
yang ada dilapangan, kemudian diartikan dan
dihubungkan dengan teori yang bersifat umum dan
baku. Waktu penelitian di mulai dari bulan April
2014 - Juli 2014. Adapun tempat melakukan
penelitian ini adalah di Kantor camat Kecamatan
Selakau Kabupaten Sambas.

Adapun yang menjadi subjek dalam
penelitian ini, penulis ambil menggunakan tekhnik
purposive. Y ang menjadi subjek dalam penelitian ini
adalah :

(1).Camat Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
(2).Kepala Seks Pemerintahan Kecamatan Selakau

masyarakat yang usianya masih 16 tahun, e-KTP
yang sudah dibuat tersebut masih belum bisa
diberikan karena masih belum genap berusia 17
tahun.

Masyarakat yang ingin membuat e-KTP
harus membuat KTP terlebih dahulu. Tetapi jika
masyarakat tersebut membutuhkan e-KTP tersebut
secara mendesak maka desa akan membuatkan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Camat Selakau
untuk membuat KTP SIAK. Surat pengantar desa
tersebut menyatakan bahwa e-KTP nya dalam
proses. Kemudian surat pengantar tersebut di bawa
ke kantor catatan sipil (Capil) untuk membuat KTP
SIAK sebagai pengganti sementara e-KTP yang

(3).Kepala Desa Twi Mentibar (4). Sekretans Desa™" defam proses.

Twi Mentibar -~
Sedangkan subjek penelitian’ pada teknik
accidental adalah masyarak yang mengurus

pembuatan e-KTP d| Kaﬁtor Camat Kecamatan
Selakau.

Penulis rrLeiefkukan pengumpul an data dengan
melakukan waWancara dan dekumen-tasi. Adapun
alat bantw yang dibutubkan penu-lis dalam
pengambilan data yaitus panduan wawancara, dan
alat sdekumentasi  Handphone yang ada aplikasi
perekaman (Alat Perékam) dan kamera beserta buku
atatan.. Adapun kegiatan analisis data kuahtatlf di
lapangan penulis menggunakan model Miles and==
&uberman Daam Sugiyono (2010:338) °;model =

c. Proses’ pembuatan eKTP di Kantor Camat

K ecamatan S8 akau
Proses per an e-KTP hanya
memerlukan  waktu 25 ™mmenit waktu dan

penyelesaian  dalam pembuataiﬁ' €KTP selama 3
bulan. Hal tersebut karena proses penceta—kannya
dilakukan di pusat dan:banyaknya masyésgkat yang
mengurus pembuatan eKTP.. hingga “seluruh
masyarakat-yang ada di Indonesia. Sedangkan Kamtor
kecamatan selakau hanya menuggu kiriman dari
pUSAL. -

2. Dayatanggap (Responsiveness)
Daya tanggap merupakan’ kemampuan |

iles and ‘Huberman yaitu Reduks data, penygjianijgguntuk membantu pelanggan dan memberikan jasa i

da[a, dan membuat kesimpulan. Adapun untuk |
menguiji validitas data penulis menggunakan teori uji
validitas Wiliam Wiersma (1986) dalam Sug|y0
(2010:372) yaitu Triangulasi sumber dan

CheCk |Jl

D.HASIL & PEMBAHASAN

1. Kepercayaan atau kehandalan (Reliability)
Kepercayaan atau kehandalan merupakan

kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang

dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.Secara umum

pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Selakau telah *

berjalan dengan baik. Namun demikian, pelaksanaan
Pembuatan e-KTP di Kecamatan Selakau masih
belum berjalan efektif dikarenakan terdapat
beberapa kendaa.
a Pelaksanaan Pembuatal &*KeFR. DiKantor Camat
Kecamatan Selakau
Pelaksanaan pembuatan e-KTP dimulai
pada awal bulan juni tahun 2011, dan penyebaran
undangan untuk pembuatan e-KTP tersebut pada
bulan yang sama. Hal tersebut menunjukan bahwa
pembuatan e-KTP di Kecamatan selakau sudah
berjalan kurang lebih 2 tahun lebih.
b. Syarat dalam Pembuatan e-KTP di Kantor Camat
Kecamatan Selakau
Syarat umum dalam pembuatan e-KTP di
Kantor Camat kecamtan Selakau adalah masyarakat
yang sudah berusia 16 sampai 17 tahun. Namun
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del?gan cepat atau ketanggapan. Petugas/-pegawai
yang memberikan informasi tentang pelayanan yang
d&lakukan dikantor camat berjumlah 2 (duad) orang.
arﬁ'l:!. (satu) minggu. Hal ini mengaskan bahwa
ayari'an daam memberikan informas kepadé
qd\aqgtakat dalam pengurusan e-KTP di kan}or
Camat seharusnya dapat berjalan dengan maksimal
\Kerena petugas/pegawal yang disedia-kan Camat
Kecamatan Selakau berjumlah 2 (dua) oran ’yang
mana petugas tersebut dapat bergantian tugas
dalam 1.minggu tersebut.
3. Keyakinan (Assurance)

Keyakinan merupakan pengetahuan dan
kesopanan pustakawan serta kemampuan mereka
untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.

Sosialisas tentang _e:KTP melibatkan
pihak-pihak yang,terkait= yang dapat memberi-kan
mforma§‘1<epada seluruh masyarakat yang ada di
kecamatan selakau sehingga tidak hanya dari pihak
kecamatan yang ikut berpartisipasi akan tetapi
seluruh kepala desa dan aparat desa juga ikut
berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut.

Kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya
dilakukan dikantor camat sgja tetapi juga dilakukan
di acara besar seperti acara pernikahan, khitanan,
dan 17 agustus yang mana sosialisas tersebut
memberikan infor-masi  tentang diadakannya
pelaksanaan e-KTP yang akan diberikan kepada
masyarakat sehingga masayarakat mendapatkan
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informasi sebagaimana yang telah di sosialisikan
oleh pihak kantor Camat , Kepala desa beserta aparat
desayang ada di kecamatan selakau.

Hasil perekaman data e-KTP Kecama-tan
Selakau tahun 2014 sebagian besar sudah melakukan
perekaman yang dilakukan oleh masyarakat setiap
desa yang ada di Kecamatan Selakau. Desa dengan
jumlah terbesar yang sudah melakukan perekaman
e-KTP adalah Desa Parit Baru berjumlah 3.865 jiwa
dengan total masyarakat keseluruhan berjumlah
5.311 jiwa dan yang belum melakukan perekaman
e-KTP berjumlah 1415 jiwa. Namun desa dengan
jumlah terbesar yang belum melakukan perekaman
e-KTP adalah desa Semelagi Besar berjumlah 1.440

Berwujud merupakan penampilan fasilitas
fisik, peralatan, personel dan media komunikasi.
Alat untuk perekaman e-KTP dan pegawai sudah
memadai namun sarana lain seperti kursi untuk
menunggu antrian kurang karena banyaknya
masyarakat yang mengurus e-KTP tidak sebanding
dengan kursi yang disediakan untuk menunggu
antrian. Hal tersebut tentunya mempengaruhi
pelayanan dimana pelayanan yang bak akan
dipengaruhi sarana dan prasarana yang memadai.

Kendala lain dalam pembuatan e-KTP di
kantor Camat Kecamatan Selakau yaitu adanya
gangguan terjadi pada jaringan internet dan
pembaharuan aplikasi untuk mengirim data e-KTP,

jiwa dengan total masyarakat berjumlah 4.274 lea*"" seﬁrngga dapat mengakibat pelayanan terhambat

Dengan melihat data tersebut menunjukkarbahwa
sosidisasi yang dilakukan oleh kecamatan
dan aparat desa sudah berjalam G&Qan baik karena
masyarakat yang mel akuk'an perekaman .disetiap
desa persentasenya tidék ada yang kurang dari 50%.
Dengan demikiansetiap desa menyisakan tidak lebih
dari setengahsdari jumlah masyarakat desa tersebut
yang belum” melakukan perekaman e-KTP d| kantor
Camat Sel akau.

" Perekaman eKTP tidek bisa dilakukan
lebih dari 1(satu), Kali apabila masal Iberlakunya
masih belum habis. Hal tersebut juga sama apabila

karena gangguan tersebut terjadi selama 1 bulan
lebih. Tetapi wérwpun begitu pegawai tidak hanya
menunggu, mereka salgalu mengecek jaringan
internetrsetiap saat apabila j‘aungan sudah kembali
membaik maka pegawai tersebut fangsung mengirim
data e-KTP yang belum dikirim séhmgga kinerja
yang dilakukan pegawal _camat kecamtan selakau
dapat d|n|la| baik. iy,

E: PENU_~TUP
1. Kesimpulan
Dalam hasil penelitian mengenai pelayanan

terjadi padamasyarakat yang pindah dari kecamatan==dalam pembtiatan e-K TP di kantor camat K ecamatan

u ke kecamatan lainnya. Selah satu cafa agar——Selakau Kabupaten Sambas menunjukan ada |

arakat™ yang pindah bisa melengkapi @

beberapa. faktor yang menyebabkan.. belum

|dent|tasnya di kecamatan selakau tanpa membuat/: efqunya pelayanan dalan pembuatan e-KTP

memperbaharui e-KTP nya adalah dengan membuat |
suret keterangan dari kecamatan selakau yarg
ditapdatangi oleh camat selakau dan membuat
keterangan dari daerah dan ditandatangi oleh
tempat asal masyarakat tersebut tinggal yang dﬁr;gr;
surat tersebut menyatakan bahwa masyarakat yang
bersangkutan telah pindah ke kecamatan selakau.
Permasalahan tersebut terjadi karena dafa e-KTP
yang Iama jika diperbaharui/ merekam ulang
apabila maéa berlakunya masih belum habis, “maka

data yang bar tidak akan muncul-di-pusat. Sehingga

untuk  memper-baharui  data- -tersebut  harus
menunggu hlndga 5 tahun atau masa_berlakunya
habis.
4, Empati (Empaty) B

Empati merupakan syarat untuk peduli,
memberi  perhatian pribadi bagi pelanggan.
Kepedulian pegawai dalam memeberikan pelayanan
masih belum dirasakan oleh masyarakat. Kurang
pedulinya pegawai dalam memberikan pelayanan
seperti tidak menanyakan kebutuhan masyarakat
ketika datang ke kantor camat Kecamatan Selakau
dapat memberikan dampak negatif kepada
masyarakat. Sehingga masyarakat akan berfikir
aparat kecamatan yang seharusnya memberikan
pelayanan secara efektif tetapi malah tidak
demikian.
5. Berwujud (Tangibles)
Lukman Sahari
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d| kantor camat. Diantaranya disebabkan oleh faktor '

sﬁgertl 1). Belum adanya kepastian tentang Waktu1

sé,‘ penyelesaiannya. 2). Tidak tanggapnya
awdi dalam memberikan informasi yang
f||d|.bug,ﬂ1kan masyarakat yang mengurus pelayanan J.e
KTP di kantor camat. 3). Ketika terjadi kekelirdan
lamanya proses pembaharuan data e-K TP dan hanya
diganti  dengan surat keterangan. 4). Ktlrang
pedulinya pegawai dalam memberikan pelayanan
seperti_tidak—menanyakan. kebutuhan masyarakat
ketika datang ke kanter-camiat Kecamatad Selakau.

5). Terhambainya, proses pelayapan akibat

gangguang jaringan internet dan kuraggnya fasilitas

penunjang pelayanan seperti kursi uﬁtuk menunggu
antrian. —

2. Saran 1

™= Men'TTgkaﬂ?én pelayanan administrasi  publik
secara lebih cepat, terukur dan transparan adanya
daam pembuatan eKTP khusunya dalam
memberikan kepastian tentang waktu
penyelesian dalam pembuatan e-K TP tersebut.

2. Meningkatkan pelayanan dalam pembuatan e-
KTP secara prima, cepat, tepat dan bermanfaat
serta  memberikan  kenyamanan, keama-nan
dalam pelayanan disegala bidang. Hal tersebut
dapat berupa memberikan informasi tentang e-
KTP kepada masyarakat yang akan mengurus
pembuatan e-KTP tersebut.
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Meningkatkan kepedulian petugas/ pegawai akan
kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat
dalam pembuatan e-KTP. Kepedulian tersebut
dapat berupa menanyakan keperluan yang
dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengurusan
pembuatan e-KTP.

KTP harus dikhususkan untuk mengirim data e-
KTP sga dan tidak digunakan untuk mengirim
data lain. Kemudian proses pembaharuan
aplikas lebih dipercepat prosesnya dan lebih
mempermudah dalam pengurusan jika terjadi
kekeliruan dalam pembuatan e-K TP tersebut.

4. Menambah kursi untuk menuggu antrian dalam
pengurusan e-KTP tersebut. Menggunakan
jaringan internet yang lebih baik untuk
pengiriman data eKTP ke pusat. Jaringan
internet yang digunakan untuk mengirim data e-

o e
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